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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kuliah Kerja Magang (KKM) merupakan suatu penerapan bagi para 

mahasiswa melakukan praktik kerja magang disuatu perusahaan atau instansi, 

dimana mahasiswa menjalani masa magang untuk dapat mengaplikasikan teori 

yang sudah didapatkan didunia perkuliahan serta merasakan dunia kerja yang 

sebenarnya. Kuliah Kerja Magang ini juga merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan mutu proses belajar mahasiswa. 

Menjadi mahasiswa akuntansi tentunya kita sudah mengerti dan 

mengetahui proses akuntansi terutama tentang pengantar akuntansi tentang 

Pengantar Akuntansi yang membahas mengenai pengertian akuntansi, 

persamaan dasar, bukti transaksi, proses pencatatan, penyesuian, jurnal, buku 

besar, kartu hutang, kartu piutang dan sebagainya. 

Pada kesempatan Kuliah Kerja Magang yang saya tempuh di semester 

tujuh ini yang seharusnya dilaksanakan disemester tujuh tetapi karena 

kebijakan kampus sehingga untuk Kuliah Kerja Magang dimajukan 

disemester enam. Saya melakukakan praktik kerja magang di Dinas 

Lingkungan Hidup, jadi DLH merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan yang melaksanakan fungsi di bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan. DLH dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pelaksanaan KKM ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. 

Praktik Kuliah Kerja Magang ini diharapkan dapat membuka peluang dan 

juga menambah wawasan untuk menjalin hubungan kerjasama antara dunia 

pendidikan dengan dunia bisnis. Dan para mahasiswa juga dapat 

membandingkan dan mempraktikkan materi yang didapat di kampus dengan 

yang didapat di perusahaan ataupun instansi. 

Dengan demikian maka saya dapat membandingkan dan mempraktikkan 

antara materi akuntansi yang selama ini saya dapat selama perkuliahan 

dengan praktik yang saya lakukan di tempat magang 
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1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang 

      Tujuan dari kuliah kerja magang antara lain adalah untuk: 

a) Memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai dengan 

teori yang sudah didapat pada proses perkuliahan 

b) Mempelajari alur proses pencatatan dan merekap data-data yang 

dibutuhkan 

c) Dapat bekerja sambil belajar (learning by doing). 

d) Melakukan Praktik Kuliah Kerja Magang sesuai dengan bidang 

keahlian pendidikan yaitu akuntansi. 

e) Meningkatkan kemampuan & ketrampilan mahasiswa di dunia kerja. 

f) Memperoleh wawasan tentang suatu bidang pekerjaan. 

g) Sebagai salah satu syarat mahasiswa untuk menempuh dan 

menyelesaikan mata kuliah KKM (Kuliah Kerja Magang) di STIE 

PGRI DEWANTARA JOMBANG. 

1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang 

      Manfaat yang dapat di peroleh dari praktik kuliah kerja magang bagi 

pihak-pihak yang terkait,sebagai berikut : 

1. Bagi Mahasiswa 

a) Memperoleh pengalaman kerja dan kemampuan praktis di 

lapangan, sehingga mahasiswa dapat benar-benar paham mengenai 

kondisi kerja yang sebenarnya. 

b) Mengetahui perbandingan antara teori yang diperoleh pada 

perkuliahan dengan fakta yang ada dilapangan. 

c) Diharapkan mahasiswa dapat mengasah, memperdalam dan 

meningkatkan kemampuan, ketrampilan serta kreativitas diri. 

d) Diharapkan dapat memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa, 

sehingga dapat mengantarkan mahasiswa untuk siap menghadapi 

dunia kerja yang nyata setelah menyelesaikan kuliah. 

2. Bagi STIE PGRI Dewantara Jombang : 

a) Memberi masukan pada penyempurnaan kurikulum program 

studi/jurusan yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan dunia 

kerja  
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b) Memperoleh masukan yang berupa berbagai kasus yang dapat 

digunakan sebagai contoh dalam proses Pendidikan 

c) Meningkatan kerjasama antara STIE PGRI Dewantara dengan 

dunia kerja. 

3. Bagi Perusahaan : 

a) Berperan sebagai sarana untuk menjembatani antara perusahaan 

dengan pihak STIE PGRI Dewantara untuk membina hubungan 

kerjasama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun keorganisasian. 

b) Sebagai sarana untuk menjembatani hubungan antara perusahaan 

dengan pihak STIE PGRI Dewantara di masa yang akan datang, 

khususnya mengenai rekruitmen tenaga kerja. 

c) Memanfaatkan sumber daya manusia yang potensial 

d) Perusahaan bertindak sebagai lembaga pendidik dalam proses 

pembentukan jiwa kerja mahasiswa yang lebih unggul. 

1.4 Tempat Kuliah Kerja  

Nama Perusahaan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang 

Alamat : Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid No. 80, 

Sumbernongko, Tunggorono, Jombang, Jawa Timur 

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah 

dibidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan 

peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam 

menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang 

di bidang Lingkungan Hidup. 

Alasan penulis memilih melaksanakan KKM di Dinas Lingkungan Hidup 

Jombang yaitu untuk mengetahui serta mendapatkan pengalaman kerja yang 

sesungguhnya di Instansi Pemerintah, mengetahui secara langsung teknik 

kerja dan sistem kerja yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, mendapatkan 

posisi kerjaan yang sesuai dengan pendidikan yang diambil oleh penulis di 

STIE Dewantara Jombang. Selama melaksanakan Kuliah Kerja Magang, 

penulis ditempatkan pada Bidang Konservasi. 



4 
 

 

1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang 

Praktik Kuliah Kerja Magang di Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan 

terhitung mulai tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan 08 September 2024. 

Dalam menentukan lama waktu KKM penulis mengikuti atauran yang 

dikeluarkan oleh pihak kampus yang dilaksanakan sesuai jam kerja karyawan 

perusahaan bagian office, yakni sebagai berikut: 

Senin s/d Kamis : 07.30 – 15.30 WIB 

Jumat : 07.30 – 14.30 WIB 

Sabtu & Minggu : Libur Kerja 

No Kegiatan 
Juli Agustus September 

II III IV I II III IV I 

1 
Pengenalan 
Lingkungan Kerja 

                

2 
Pelaksanaan Kuliah 
Kerja Magang 

                

3 Pengumpulan Data                 

4 Menyusun Laporan                 

 

Tabel 1.1Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG 

 

2.1 Company Profile 

Kelembagaan lingkungan hidup pada tahun 1993 diawali dengan bentuk 

Bagian Lingkungan hidup. Kemudian, tahun 2002 bagian lingkungan hidup 

digabungkan dengan Dinas Kebersihan menjadi Dinas Kebersihan dan 

Lingkungan Hidup. Tahun 2004 kelembagaan lingkungan hidup kembali 

berdiri sendiri menjadi Kantor Lingkungan Hidup. Tahun 2006 kembali 

bergabung dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan menjadi Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Tahun 2009 Sesuai Surat Edaran Bersama 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 

061/163/SJ/2008 dan SE01/MENLH/01/2008 tentang Penataan Kelembagaan 

Lingkungan Hidup Daerah, menetapkan bahwa organisasi lingkungan hidup di 

daerah dalam bentuk badan atau kantor. Sehingga pada tahun 2009 organisasi 

lingkungan hidup di Kabupaten Jombang resmi menjadi Badan Lingkungan 

Hidup. Terakhir, pada tahun 2017 Bidang Kebersihan dan Pertamanan 

bergabung dengan Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan 

Hidup. Perkembangan persoalan lingkungan hidup semakin kompleks dan 

beragam. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah telah dilakukan pelimpahan wewenang kepada 

pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian 

lingkungan. 

       Pengelolahan lingkungan hidup tingkat daerah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang 

menetapkan bentuk organisasi lingkungan hidup di daerah dalam bentuk badan 

atau kantor. Ditambah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bersama Menteri 

Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 061/163/SJ/2008 dan 

SE 01/MENLH/01/2008 tentang Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup 

Daerah yang mendorong Pemerintah Kabupaten untuk merubah organisasi 

lingkungan hidup menjadi badan atau kantor. Sehingga tahun 2009 organisasi 

lingkungan hidup di Kabupaten Jombang resmi menjadi Badan Lingkungan 
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Hidup. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, juga Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang 

melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan 

Pemerintah Bidang Kehutanan, membawa perubahan yang cukup signifikan di 

daerah termasuk di Kabupaten Jombang yaitu dengan adanya Peraturan Daerah 

Kabupaten Jombang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pembetukan dan Susunan 

Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Kewenangan Daerah Kabupaten Jombang di 

Bidang Lingkungan Hidup telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang 

sebelumnya berbentuk Badan dengan 2 (dua) Bidang menjadi Dinas yang 

terdiri dari 4 (empat) Bidang karena adanya penambahan urusan di Bidang 

Pengelolaan Sampah. 

Visi dan misi kepala daerah terpilih yang dicantumkan dalam RPJMD dan 

dijabarkan lebih lanjut melalui program-program kepala daerah menjadi 

acuan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Dengan demikian Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Jombang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Jombang  Tahun 2024-2026.. 

Visi Kabupaten Jombang adalah: 

“MEWUJUDKAN JOMBANG UNGGUL 

DAN BERBUDAYA BERBASIS AGRIBISNIS” 

Visi RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2020-2025 adalah “Kabupaten 

Jombang sebagai Sentra Agribisnis di Jawa Timur Tahun 2025”  yang 

selanjutnya dijabarkan ke dalam empat misi antara lain; 

 

1. Mengembangkan tata kepemerintahan yang baik. 
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2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sector 

pertanian dan produk unggulan daerah. 

4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur. 

Berdasarkan telaah atas Visi dan Misi dokumen RPJPD Kabupaten Jombang di 

atas, dan berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan dan Isu Strategis 

Daerah, maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten 

Jombang tahun 2024-2026 sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Professional, Akuntabel, 

Inovatif, Transparasi, dan Efektif serta penyelenggaraan Digitalisasi 

Layanan Publik. 

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan 

Berdaya Saing. 

3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan 

Berbudaya. 

4. Meningkatkan daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui 

Pemantapan Kualitas Insfrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong 

Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainya. 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang menjadi salah satu 

organisasi perangkat daerah yang membantu dalam pencapaian tujuan ke-4 

dengan Sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan 

Permukiman” 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan / Instansi 

Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang terdiri 

dari : 
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Gambar 2.1Susunan Organisasi 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, membawahi : 

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 Sub Bagian Keuangan dan Aset 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

3. Bidang Tata Lingkungan, membwahi : 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang  Terbuka Hijau, 

membawahi: 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

5. Bidang Pengendalian, Pengawasan dn Penegakan Hukum 

Lingkungan, membawahi : 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

6. Bidang Konservasi Lingkungan, membawahi : 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas : 

 UPT LABORTORIUM LINGKUNGAN 

 UPT PENGELOLAAN TPA 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan 

Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Bupati Jombang 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan 

sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di bidang 

Lingkungan Hidup. 
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1. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Dinas Lingkungan Hidup dalam merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, 

kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi. 

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi:  

1. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman 

oprasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi 

umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan 

pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan 

anggaran rumah tangga serta penatakelolaan keuangan. 

2. Pelaksanaan koor penyusunan program, kegiatan, anggaran 

dan perundang undangan. 

3. Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang. 

4. Pengelolan dan pelayanan administrasi umum. 

5. Pengelolaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, 

Perlengkapan dan urusan rumah tangga. 

6. Pelaksanaan koordinasi dn pembinaan Aparatur sipil Negara. 

7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata 

laksana dn pelayanan public. 

8. Pengelolaan Aset. 

9. Pengelolaan Kearsipan. 

10. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan system 

informasi. 

11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan 

realisasi anggaran secara terstruktur dan berkelanjutan. 

12. Pelaksanaan pengkajian bahan fasilitasi dan oordinasi 

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah 

daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja 

(Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penilaian Kinerja (PK), 
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Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangn, Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP), di Lingkup Dinas. 

13. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis 

penyusunan rencana oprasional berupa petunjuk teknis dan 

standar oprasiona dan prosedur (SOP), srta Standar Pelayanan 

Public (SPP). 

14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

2. Bidang Tata Lingkungan 

Bidang Tata Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup, di bidang inventarisasi, 

perencanaan dan informasi lingkungan hidup, kajian dampak 

lingkungan hidup, kerjasama dan peran serta masyarakat. Dalam 

melaksanakan tugas pokok, Bidang Tata Lingkungan mempunyai 

fungsi: 

1. Penyuusunan konsep kebijakan penyelenggaraan Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). 

2. Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta 

Kajian Lingkungan Strategis (KLHS). 

3. Perumusan kebijakan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

4. Penyusunan kajian dan evaluasi daya dukung, daya tamping 

lingkungan. 

5. Penyusunan kajian analisis rsiko lingkungan. 

6. Koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan 

/ atau kerusakan Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin 

lingkungan, Analisis resiko Lingkungan hidup) 

7. Penilaian terhadap dokumen lingkungan Surat Pernyataan 

Pengelolaan Sampah (SPPL), Analisis Mengenai Dampak 
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Lingkungan (AMDAL), dan Upaya Pengelolaan Lingkungan – 

Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL_UPL). 

8. Penyusunan Tim Kajian Dokumen Lingkungan Hidup yang 

transparan (komisi penilai, tim pakar, dan konsultan). 

9. Pelaksanaan proses rekomendasi persetujuan lingkungan. 

10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah. 

11. Penyusunan kebijakan dan koordinasi peningkatan kapasitas 

masyarakat dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 

12. Pelaksanaak komunikasi dan edukasi di bidang lingkungan 

hidup. 

13. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kinerja pengelolaan 

lingkungan hidup daerah. 

14. Melaksanakan pelayanan pemutakiran data dan infromasi 

lingkungan. 

15. Pelksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup. 

3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau 

 Tugas pokok Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka 

Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah menyelenggarakan 

sebagian urusan Dinas Lingkungan Hidup dalam bidang penanganan 

sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

Kawasan Perkotaan (RTHKP). Dalam melaksanakan tugas pokok, 

Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan, mempunyai fungsi:  

1. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah, Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (LB3) domestik dan Ruang Terbuka Hijau 

Kawasan Perkotaan (RTHKP); 

2. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan perencanaan 

penanganan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (LB3) domestik dan Ruang Terbuka Hijau Kawasan 

Perkotaan (RTHKP); 

3. Pelaksanaan  penataan, penyediaan serta pemeliharaan  sarana 

prasarana pengelolaan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan 
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Beracun (LB3) domestik dan Ruang Terbuka Hijau Kawasan 

Perkotaan (RTHKP); 

4. Perumusan kebijakan pemungutan retribusi atas jasa pelayanan 

pengelolaan sampah;  

5. Pelaksanaan koordinasi, kemitraan, serta pembinaan dalam upaya 

peningkatan peran masyarakat terkait pengelolaan 

sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) domestik 

dan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) instansi, 

dunia usaha maupun daerah lain;  

6. Pelaksanaan monitoring, pengawasan serta evaluasi  pengelolaan 

sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) 

domestik danRuang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan 

(RTHKP);  

7. Pelaksanaan kebijakan  dan target pengurangan sampah 

 

4. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum 

Lingkungan 

Tugas pokok Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan 

Hukum Lingkungan adalah menyelenggarakan sebagian urusan Dinas 

Lingkungan Hidup dalam Bidang pengendalian dampak lingkungan, 

pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, serta standarisasi 

pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok, 

Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum 

Lingkungan, mempunyai fungsi: 

1. Perumusan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan; 

2. Pelaksanaan pelayanan dan pemberian rekomendasi Izin 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang 

menjadi kewenangan Daerah; 

3. Pelaksanaan evaluasi ketaatan pelaporan pelaksanaan Izin 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi 

kewenangan Daerah; 
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4. Pelaksanaan penetapan Baku mutu Lingkungan dan sumber 

pencemar; 

5. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan 

non institusi; 

6. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan Lingkungan Hidup; 

7. Pelaksanaan pembinaan penegakan hukum lingkungan; 

8. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non 

institusi; 

9. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, 

pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan 

non institusi; 

10. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 

sumber pencemar institusi dan non institusi; 

11. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan 

penyelesaian pengaduan masyarakat; 

12. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang 

tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

13. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun 

melalui pengadilan; 

14. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan 

masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

15. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan 

izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

16. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum 

lingkungan; 

17. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

18. Pelaksanaan pembinaan penerapan sistem manajemen lingkungan; 

19. Pelaksanaan evaluasi penerapan sistem manajemen lingkungan; 
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20. Pemantauan dan pengelolaan kualitas lingkungan non kegiatan/ 

usaha; 

21. Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengendalian pencemaran lingkungan; 

22. Penetapan kelas air pada sumber air; 

23. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup. 

5. Bidang Konservasi Lingkungan 

Tugas pokok Bidang Konservasi adalah menyelenggarakan 

sebagian urusan Dinas Lingkungan Hidup dalam bidang konservasi 

dan pemulihan kerusakan lingkungan, perlindungan ekosistem dan 

keanekaragaman hayati, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Konservasi Lingkungan, 

mempunyai fungsi: 

1. Penetapan kebijakan perlindungan dan pengendalian pemanfaatan 

sumber daya alam; 

2. Pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati; 

3. Pelaksanaan pendampingan dan pembinaan pemanfaatan secara 

lestari sumber daya alam;  

4. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;  

5. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;  

6. Pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil 

emisi gas rumah kaca;  

7. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati dan sumber daya 

alam ;  

8. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan 

berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman 

hayati;  

9. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi 

keanekaragaman hayati;  

10. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati 
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11. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database 

keanekaragaman hayati;  

12. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, penanggulangan dan 

pemulihan kerusakan lingkungan; 

13. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pemanfaatan jasa 

lingkungan; 

14. Pelaksanaan pendampingan kearifan lokal dan pengetahuan 

tradisional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup; 

15. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam; 

16. Penetapan kebijakan penghematan dan pemanfaatan energi; 

17. Pelaksanaan pendampingan dan pembinaan peningkatan kualitas 

lingkungan di desa berbasis partisipasi masyarakat; 

18. Pelaksanaan pendampingan dan pembinaan dalam upaya adaptasi 

dan mitigasi perubahan iklim; dan 

19. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup. 

6. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup 

       Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup yang 

selanjutnya disebut UPT Laboratorium Lingkungan Hidup adalah 

unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Lingkungan Hidup untuk 

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan 

teknis penunjang. Tugas pokok UPT Laboratorium Lingkungan Hidup 

adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di 

bidang laboratorium lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas 

pokok, UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: 

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan 

kebijakan teknis di bidang laboratorium lingkungan; 

2. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis dalam rangka 

mengembangkan dan menjaga kualitas pelestarian lingkungan 

hidup berupa pengelolaan, penelitian lingkungan dan kegiatan 
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teknis lainnya yang berkaitan pencemaran limbah industri atau 

domestik; 

3. Menganalisa sampel yang diterima dari masyarakat/instansi untuk 

diperiksa dan hasilnya melaui Dinas Lingkungan Hidup 

direkomendasikan pada instansi atau pihak yang membutuhkan; 

4. Memberikan tanda bukti kepada setiap sampel yang telah 

dinyatakan memenuhi persyaratan; 

5. Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa pengkajian sesuai 

ketentuan perundang-undangan dan selanjutnya melaporkan 

kepada Dinas Lingkungan Hidup; 

6. Pengendalian dan perawatan kelayakan sarana dan prasarana 

laboratorium lingkungan; 

7. Melakukan pemeriksanaan/pengujian kualitas air bersih dan air 

limbah dari kegiatan industri maupun domestik; 

8. Melakukan pengukuran kualitas udara ruang/ambient dan kualitas 

udara emisi dari sumber bergerak dan tidak bergerak; 

9. Melakukan pemantauan tingkat kebisingan lingkungan, kebauan 

lingkungan dan tingkat getaran; 

10. Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPT 

Laboratorium Lingkungan Hidup;  

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup sesuai tugas dan fungsinya. 

7. UPT Pengelolaan Sampah 

     Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah yang selanjutnya 

disebut UPT Pengelolaan Sampah adalah unsur pelaksana tugas teknis 

pada Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan sebagian kegiatan 

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. Tugas pokok 

UPT Pengelolaan Sampah adalah melaksanakan sebagai tugas Dinas 

Lingkungan Hidup di bidang tempat pemrosesan akhir sampah. 

Dalam melaksanakan tugas pokok, UPT Pengelolaan Sampah 

mempunyai fungsi: 
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1. Penyusunan program dan kegiatan pada UPT Pengelolaan Sampah;  

2. Pelaksanaan tugas ketatausahaan UPT Pengelolaan Sampah;  

3. Pelaksanaan pelayanan penerimaan dan pengolahan sampah; 

4. Pelaksanaan inventarisasi dan mengusulkan perbaikan fasilitas 

Tempat Pemrosesan Akhir Sampah; 

5. Penyusunan laporan kegiatan UPT Pengelolaan Sampah 

6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

pengelolaan sampah; 

7. Penyusunan telaah/kajian terhadap permasalahan teknis operasional 

di bidang tempat pemrosesan akhir sampah; 

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup sesuai dengan bidangnya. 

 

 

 

 

 

 

https://dlh.jombangkab.go.id (diakses pada tanggal 29 Agustus 2024 
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BAB III 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG 

 

3.1 Pelaksanaan Kerja Magang 

Kegiatan magang saya berlangsung di Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Jombang selama dua bulan penuh, mulai tanggal 8 Juli hingga 8 

September 2024. Jadwal kerja saya mengikuti hari kerja umum di kantor, 

yaitu Senin hingga Kamis pukul 07.30 hingga 15.30, dan Jumat pukul 07.30 

hingga 14.30.  

Ketika memulai masa magang di Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 8 

Juli 2024, saya belum memiliki gambaran pasti mengenai bagian yang akan 

saya tuju. Namun, melalui rapat koordinasi dengan Bapak Wahab dari 

Sekretariat Dinas, akhirnya diputuskan bahwa saya akan ditempatkan di 

Bidang Konservasi. Selama menjalankan tugas di bidang ini, saya akan 

berada di bawah pengawasan langsung Ibu Dra. Yuliah Utari, M.Si., yang 

menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan. 

Dalam rangka pelaksanaan magang, saya diberikan kesempatan untuk 

terlibat dalam proses pengelolaan aset Dinas Lingkungan Hidup. Tugas awal 

yang saya emban adalah melakukan rekapitulasi data hasil opname 

persediaan barang tahun anggaran 2024, serta melakukan verifikasi dan 

penyempurnaan laporan persediaan barang tahun anggaran 2023. 

Pengalaman ini sangat berharga bagi saya untuk memahami secara langsung 

mekanisme pengelolaan aset di lingkungan pemerintahan. 

Pada hari berikutnya, saya terlibat dalam kegiatan administrasi rutin, yaitu 

merangkum dan mengarsipkan data penggunaan Bahan Bakar Minyak 

(BBM) untuk perjalanan dinas. Data-data ini sangat penting untuk menyusun 

laporan tahunan mengenai pengeluaran operasional dinas. 

Sebagai bagian dari tugas magang, saya turut membantu tim akuntansi 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan. Kegiatan ini 

mencakup penginputan data pajak ke dalam sistem DJP dan penyampaian 

laporan pajak secara elektronik. Pengalaman ini memberikan saya 
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pengetahuan yang berharga tentang tata kelola perpajakan. 

Saya juga diberikan tanggung jawab untuk mengelola arsip perjalanan 

dinas. Tugas ini meliputi kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, dan 

penyimpanan data-data terkait perjalanan dinas secara sistematis. Tujuan 

utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan ketersediaan data yang 

akurat dan lengkap sebagai bahan evaluasi dan perencanaan perjalanan dinas 

di masa mendatang. 

Dalam rangka kerja lapangan pihak Dinas LH mengajak saya melakukan 

pengecekan asset PLTS yang ada di Desa Rapah Ombo. Melalui kegiatan 

pendataan dan penilaian yang intensif, kami berhasil mengumpulkan data 

yang terperinci mengenai kondisi fisik, teknis, dan operasional dari setiap 

komponen PLTS yang terpasang di Dusun Rapahombo, sehingga dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja dan potensi 

pengembangan PLTS di wilayah tersebut. 

Pada saat meelakukan Kuliah Kerja Magang bertepatan juga dengan 

momen HUT RI yang ke 79, sehingga dalam rangka memeriahkan acara 

tersebut kami diminta untuk membantu pembuatan kostum dari barag daur 

ulang. Dalam semangat gotong royong, kami berkolaborasi untuk merancang 

dan membuat kostum daur ulang yang tidak hanya estetis, tetapi juga 

mengusung pesan-pesan positif tentang pelestarian lingkungan dan semangat 

kemerdekaan, sehingga menjadikannya sebuah karya seni yang bermakna. 

Serta mengikuti lomba lomba yang diadakan oleh Dinas LH yang berjalan 

sangat meriah. 

Pada bidang keuangan dan aset mahasiswa untuk membantu pengelolaan 

administrasi dan penanganan masalah keuangan dan aset meliputi : 

1. Membantu merekap dan mengarsipkan data nota kebutuhan BBM per hari 

yang digunakan untuk perjalanan dinas. 

2. Membantu menginput data stock opname di excel. 

3. Membantu menginput PPh pasal 22 dan 23 di website DJP. 

4. Membantu merekap dan mengarsipkan data perjalanan dinas luar kantor. 

5. Membantu menginput PPN di website DJP. 
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6. Membantu Menyajikan informasi yang terorganisir mengenai aktivitas 

keuangan yang berkaitan dengan operasional perusahaan  

7. Melakukan pendataan dan penilaian menyeluruh terhadap seluruh aset 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berada di Dusun 

Rapahombo, Desa Klitih, Kecamatan Plandaan. 

 

3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang 

Pengamatan di tempat magang ( Dinas Lingkungan Hidup Jombang ) 

adalah pengamatan yang dilakukan pada Sub. Bagian Keuangan dan Aset 

yang mengelolaan penggunaan dan pembiayaan kegiatan didalam operasional 

Dinas Lingkungan Hidup Jombang.  

Bagian ini adalah tempat dimana penulis mengamati cara-cara dan sistim 

akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan sendiri pada Dinas LH 

Jombang dilaksankaan sesuai dengan basis komputerisasi. Basis ini 

menggunakan aplikasi milik daaerah dan aplikasi milik Kemendagri. 

Dinas Lingkungan Hidup saat ini, yaitu tahun 2024, memanfaatkan SIPD 

sebagai alat bantu untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset, 

mulai dari perencanaan hingga pelaporan. SIPD berperan sebagai sistem 

informasi manajemen keuangan yang memungkinkan Bendahara dan Kepala 

Bidang Keuangan dan Aset akan memasukkan data ke dalam sistem, 

pemrosesan data, dan menghasilkan laporan keuangan secara terstruktur. 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis faktor-faktor internal yang secara langsung mempengaruhi 

proses penyusunan laporan keuangan, meliputi sumber daya manusia, sistem 

informasi, dan kerangka kerja kebijakan. 

1. Proses Penyusunan Laporan Keuangan 

       Proses pembuatan laporan keuangan di Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Jombang melibatkan berbagai tahapan yang saling 

berhubungan. Tujuan utamanya adalah menghasilkan laporan keuangan 

yang akurat dan dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan 

keputusan. Sejak tahun 2021, Dinas telah beralih menggunakan aplikasi 

SIPD untuk menyusun laporan keuangan, menggantikan sistem SIMDA 
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sebelumnya. SIPD adalah sistem yang dirancang untuk mengelola data 

dan informasi pemerintahan daerah secara terintegrasi. 

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia 

       Petugas akuntansi pada Dinas LH memiliki kemampuan yang 

mumpuni dalam bidang akuntansi. Mereka tidak hanya menguasai teori, 

tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik, terutama dalam 

menyusun laporan keuangan. Dengan mengikuti perkembangan terbaru 

dalam bidang akuntansi, mereka memastikn bahwa laporan keuangan 

yang dihasilkan selalu relevan dan sesuai dengan standar yag berlaku. 

3. Sistem Informasi Akuntansi 

       Dinas Lingkungan Hidup telah mengadopsi sistem informasi 

akuntansi berbasis komputer untuk mengelola data keuangannya. Sistem 

ini memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber, sehingga laporan 

keuangan yang dihasilkan lebih akurat. Selain itu, sistem ini juga 

memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam memantau kinerja 

keuangan dinas. 

4. Budaya Organisasi 

       Budaya organisasi, yang merupakan seperangkat nilai, norma, dan 

keyakinan bersama yang dianut oleh seluruh anggota organisasi, 

memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek 

oprasional perusahaan, termasuk penyusunan laporan yang akurat, 

relevan, dan dapat diandalkan. Budaya organisasi yang diterapkann oleh 

Dinas LH sudah baik karena sudah menekankan integrase dan transparasi 

yang akan mendorong karyawan untuk jujur dan terbuka dalam mencatat 

serta melaporkan segala transaksi keuangan. 

 

3.3 Landasan Teori 

       3.3.1  Pengertian Dinas Lingkungan Hidup 

       Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2009, 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang memiliki peran 

yang sangat krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah 

Kabupaten Jombang. DLH bertugas membantu Bupati dalam 
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menjalankan berbagai urusan pemerintahan yang berkaitan dengan 

lingkungan hidup. 

       Tugas Pokok DLH secara lebih spesifik dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

 Perumusan Kebijakan: DLH berperan aktif dalam merancang 

kebijakan-kebijakan lingkungan hidup yang inovatif dan sesuai 

dengan kondisi Kabupaten Jombang. Kebijakan-kebijakan ini 

mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sampah, 

pengendalian pencemaran air dan udara, hingga perlindungan 

kawasan lindung. 

 Pelaksanaan Kebijakan: Setelah kebijakan ditetapkan, DLH 

bertanggung jawab untuk melaksanakannya secara efektif dan 

efisien. Hal ini meliputi berbagai kegiatan seperti pengawasan 

terhadap pelanggaran peraturan lingkungan, sosialisasi kebijakan 

kepada masyarakat, serta pemberian izin lingkungan bagi usaha dan 

kegiatan. 

 Koordinasi dan Kerjasama: DLH berperan sebagai koordinator 

dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. DLH berkoordinasi 

dengan berbagai pihak terkait, seperti instansi pemerintah lainnya, 

lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat umum, untuk 

mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan lingkungan hidup. 

 Pengembangan Kapasitas: DLH juga bertanggung jawab untuk 

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang lingkungan 

hidup. Hal ini dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan 

penyebarluasan informasi terkait isu-isu lingkungan. 

 Pemantauan dan Evaluasi: DLH secara berkala melakukan 

pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan 

kebijakan lingkungan hidup. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai 

dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan program yang 

telah berjalan. 
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      Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang memiliki peran yang 

sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan melaksanakan tugas 

pokoknya secara optimal, DLH dapat berkontribusi dalam mewujudkan 

Kabupaten Jombang yang lebih baik di masa depan. 

       3.3.2  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

McDaniel et.,al (2002), membuat pernyataan bahwa kualitas sebuah 

laporan keuangan dapat dinilai dari tiga dimensi utama: sejauh mana 

informasi yang disajikan berguna bagi pengguna, tingkat kepercayaan 

yang dapat diberikan pada informasi tersebut, dan kemudahan dalam 

membandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lain. Artikel 

"Quality of Financial Reporting: Measuring Qualitative Characteristics" 

yang ditulis oleh Ferdy van Beest pada tahun 2009 telah memberikan 

kontribusi signifikan pada pemahaman kita tentang kualitas pelaporan 

keuangan. Studi ini menghasilkan suatu alat ukur yang komprehensif 

untuk menilai kualitas pelaporan keuangan berdasarkan karakteristik 

kualitatif yang fundamental, termasuk relevansi, kepahaman, 

perbandingan, dan keterverifikasian, seperti yang telah dirumuskan 

dalam kerangka konseptual untuk Pelaaporan Keuangan untuk Pelaporan 

Keuangan oleh FASB pada tahun 2008. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah: 

 Budaya Orgnisasi 

Robbins  dan  Judge  (2008) Komitmen adalah suatu sikap yang 

mencerminkan penerimaan individu terhadap nilai-nilai dan tujuan 

organisasi, serta keyakinan bahwa keanggotaan dalam organisasi 

memberikan manfaat bagi dirinya. Budaya organisasi merupakan 

seperangkat nilai, norma, dan keyakinan bersama yang dianut oleh 

anggota organisasi. Budaya ini membentuk cara berpikir, 

berperilaku, dan bekerja sama di dalam organisasi. 

Budaya organisasi yang sehat dapat menjadi aset berharga bagi 

perusahaan karena dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan 
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kepuasan kerja karyawan. Fahmi  Irham  (2016) Budaya organisasi 

adalah fondasi yang kokoh di balik setiap aktivitas perusahaan. 

Seperti sebuah kebiasaan yang sudah sulit diubah, budaya ini telah 

menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kerja sehari-hari. 

Melalui budaya inilah, semangat kerja karyawan dijaga dan 

perusahaan dapat mencapai tujuannya.  

 Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Kualitas sumber daya manusia, sebagaimana didefinisikan oleh 

Widodo (2001), terletak pada kemampuan individu untuk 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan secara efektif dan efisien, 

berbekal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui 

pendidikan dan pengalaman kerja. 

Kualitas sumber daya manusia yang mumpuni adalah kunci 

keberhasilan dalam menjalankan proses pemeriksaan yang efektif. 

Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pelatihan 

yang berkelanjutan, serta pemahaman yang mendalam terhadap 

peraturan yang berlaku. Dalam konteks pelayanan publik yang 

semakin kompetitif, kompetensi pegawai menjadi salah satu faktor 

penentu kepuasan masyarakat terhadap pelayanan suatu perusahaan, 

 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi adalah suatu mekanisme yang 

dirancang untuk mengotomatiskan proses akuntansi. Sistem ini 

memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan 

yang akurat dan relevan, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat bagi 

pengambilan keputusan bisnis. 

Sistem informasi akuntansi tidak hanya sekedar alat untuk 

mencatat transaksi, tetapi juga merupakan sumber informasi yang 

berharga bagi manajemen. Informasi yang dihasilkan oleh sistem ini 

dapat membantu manajemen dalam mengidentifikasi area yang perlu 

ditingkatkan, mengukur kinerja, dan membuat keputusan yang lebih 

baik. Oleh karena itu, perencanaan sistem informasi akuntansi harus 

dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa sistem ini dapat 
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memenuhi kebutuhan bisnis yang terus berkembang. 

Andreas Handojo dkk (2004), Sistem akuntansi dan sistem 

informasi akuntansi merupakan dua konsep yang saling terkait dan 

saling melengkapi. Keduanya berperan penting dalam menghasilkan 

informasi keuangan yang berkualitas untuk mendukung kegiatan 

bisnis. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat lebih baik 

dalam mengelola keuangan perusahaan dan membuat keputusan 

bisnis yang strategis. 

 Efektivitas  Pengendalian  Internal 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengatur proses yang 

dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai 

untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efektif 

dan efisien. PP ini juga mengatur tentang pengendalian fisik aset, 

pengawasan intern, dan tanggung jawab atas efektivitas 

penyelenggaraan SPIP. 

 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

Menurut Nasution (2019), akuntabilitas kinerja pemerintah dapat 

didefinisikan sebagai kewajiban suatu lembaga negara untuk 

memberikan laporan secara berkala mengenai keberhasilan dan 

kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketika 

penerapan akuntabilitas pada lingkungan Lembaga pemerinthn juga 

harus mencermati prinsip-prinsip, diantaranya: 

 Lembaga pemerintah harus dapat menunjukkan secara 

kuantitatif dan kualitatif sejauh mana tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan berhasil dicapai. 

 Lembaga pemerintah perlu memiliki sistem pengelolaan sumber 

daya yang efektif dan efisien, yang didukung oleh kerangka 

hukum yang jelas. 

 Lembaga pemerintah harus memastikan bahwa semua aktivitas 

yang dilakukan selaras dengan tujuan organisasi dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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 Lembaga pemerintah wajib melakukan pengukuran kinerja 

secara berkala, termasuk kinerja sumber daya manusia, dan 

menyusun laporan akuntabilitas yang transparan dan jujur 

kepada publik. 

3.4 Usulan Pemecahan Masalahh 

Agar sebuah organisasi dapat mencapai kinerja yang optimal, sangat 

penting bagi mereka untuk memiliki sistem akuntansi yang baik. Sistem 

akuntansi ini berfungsi untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan 

mengenai sumber daya keuangan organisasi, mulai dari perolehan hingga 

penggunaannya. Dengan demikian, organisasi dapat membuat keputusan 

yang lebih baik dalam mengelola keuangannya. Dwi Ratmono (2015) 

mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai proses pengidentifikasian, 

pengukuran, pencatatan, dan pelaporan segala aktivitas keuangan yang terjadi 

di pemerintahan daerah. Tujuan utama dari akuntansi sektor publik adalah 

menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung 

pengambilan keputusan ekonomi. Solusi untuk meningkatkan kualitas 

pengelolaan keuangan daerah adalah dengan memulai dari tahap paling dasar, 

yaitu melakukan pencatatan transaksi keuangan secara sistematis dan 

konsisten. Dengan demikian, kita dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas dan dapat diandalkan sebagai dasar untuk perencanaan dan 

penganggaran. 

1. Proses Penyusunan Laporan Keungan 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang telah melakukan 

transformasi signifikan dalam pengelolaan keuangannya. Sejak tahun 

2021, mereka telah mengadopsi sistem informasi pemerintahan daerah 

yang terintegrasi, SIPD, sebagai alat utama dalam menyusun laporan 

keuangan. Langkah ini menggantikan sistem lama yang dianggap kurang 

efisien. Proses penyusunan laporan keuangan di dinas ini melibatkan 

serangkaian kegiatan yang saling terkait dan berkelanjutan. Mulai dari 

pengumpulan data transaksi keuangan hingga penyusunan laporan akhir, 

setiap tahap dilakukan dengan cermat dan teliti. Tujuan utamanya adalah 

menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat 
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dipertanggungjawabkan, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam 

pengambilan keputusan strategis. 

Tanggung jawab utama dalam penyusunan laporan keuangan 

berada di pundak bendahara keuangan namun, proses ini tidak berjalan 

sendiri, bendahara keuangan bekerja sama dengan kepala subbagian 

keuangan dalam mengawasi dan memastikan kualitas laporan yang 

dihasilkan. Keduanya berperan penting dalam menjaga integritas dan 

akurasi data keuangan. Siklus penyusunan laporan keuangan di dinas ini 

dilakukan secara tahunan, hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, 

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh 

informasi terkini mengenai kinerja keuangan dinas dan memastikan 

bahwa anggaran yang telah dialokasikan digunakan secara efektif dan 

efisien. 

Penerapan SIPD telah membawa angin segar dalam pengelolaan 

keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Sistem ini tidak 

hanya mempermudah proses pengumpulan dan pengolahan data, tetapi 

juga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyusunan laporan 

keuangan. Selain itu, SIPD juga memungkinkan integrasi dengan sistem 

informasi lainnya, sehingga data keuangan dapat diakses dan dianalisis 

secara lebih komprehensif. Secara keseluruhan, upaya Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Jombang dalam meningkatkan kualitas laporan 

keuangannya patut diapresiasi. Dengan adanya laporan keuangan yang 

berkualitas, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap kinerja dinas dan mendukung pencapaian tujuan-tujuan strategis 

dalam pengelolaan lingkungan hidup. 

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Kualitas sumber daya manusia yang mumpuni adalah kunci 

keberhasilan dalam menjalankan proses pemeriksaan yang efektif. Hal ini 

sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pelatihan yang 

berkelanjutan, serta pemahaman yang mendalam terhadap peraturan yang 
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berlaku. Dalam konteks pelayanan publik yang semakin kompetitif, 

kompetensi pegawai menjadi faktor penentu kepuasan masyarakat. 

 

3. Sistem Informasi Akuntansi  

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berperan krusial dalam 

mengatur berbagai kegiatan bisnis, mulai dari perencanaan hingga 

pengendalian. SIA menyediakan data yang relevan bagi beragam pihak 

yang berkepentingan, sehingga dapat membantu dalam pengambilan 

keputusan. Dengan adanya mekanisme pengendalian internal, SIA juga 

mampu meminimalisir kesalahan dan memastikan akurasi informasi. 

Kinerja SIA sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengguna. Pemahaman 

yang baik terhadap sistem, baik dari segi pengetahuan maupun 

keterampilan teknis, sangat penting. Semakin sering pengguna 

berinteraksi dan mengembangkan kemampuannya, maka semakin efektif 

pula pemanfaatan SIA. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan sistem 

informasi akuntansi dalam mengatur dan mengendalikan operasi bisnis 

sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Pengguna SIA 

yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan mampu 

memanfaatkan sistem secara optimal. Dengan demikian, SIA dapat 

memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung 

pengambilan keputusan strategis. 

 

4. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi yang sehat menciptakan iklim kerja yang 

positif, di mana setiap ASN merasa dihargai dan memiliki peran yang 

penting dalam organisasi. Nilai-nilai dan norma yang dianut bersama 

menjadi pedoman bagi ASN dalam berperilaku, berinteraksi, dan 

mengambil keputusan. Ketika kebutuhan dan harapan ASN terpenuhi, 

mereka akan merasa lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi 

terbaiknya bagi organisasi. Temuan ini konsisten dengan penelitian 

terdahulu yang menyoroti pentingnya budaya organisasi dalam 
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meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja pegawai. 

Kompetensi merupakan aset berharga bagi setiap ASN dalam 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Kemampuan, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu akan 

sangat menentukan kualitas kinerja dan kontribusi yang diberikan kepada 

organisasi. Ketika kompetensi ASN selaras dengan tuntutan jabatan, 

maka kinerja organisasi akan meningkat secara signifikan. Sebaliknya, 

jika terdapat kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki dengan yang 

dibutuhkan, maka akan berdampak negatif pada kinerja individu maupun 

organisasi 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Mahasiswa melaksanakan magang selama dua bulan penuh di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Selama masa magang, mahasiswa 

terlibat dalam berbagai kegiatan operasional di Bidang Konservasi, seperti 

pengelolaan aset, administrasi keuangan, pelaksanaan kewajiban perpajakan, 

pengelolaan arsip, pendataan PLTS, serta membantu dalam kegiatan hari jadi 

Kabupaten. Mahasiswa juga melakukan observasi dan studi dokumen tentang 

sistem akuntansi pemerintahan yang diterapkan di dinas tersebut. Berdasarkan 

hasil pengamatan dan studi teori, disimpulkan bahwa beberapa faktor internal 

seperti proses penyusunan laporan keuangan, kompetensi SDM, sistem 

informasi akuntansi, budaya organisasi, dan efektivitas pengendalian internal 

berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan dinas. Untuk 

meningkatkannya, diusulkan beberapa solusi seperti optimalisasi penggunaan 

sistem informasi, peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan budaya 

organisasi yang mendukung akuntabilitas. 

4.2 Saran 

Berdasarkan observasi dan studi yang telah dilakukan, saya memperoleh 

beberapa temuan penting terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Agar 

kualitas laporan keuangan dapat terus meningkat, saya memberikan saran agar 

dinas tetap mempertahankan upaya-upaya yang telah dilakukan dan terus 

melakukan perbaikan berkelanjutan, khususnya pada aspek-aspek berikut: 

Pertama, perlu terus dioptimalkannya pengelolaan keuangan berbasis sistem 

informasi, sehingga proses penyusunan laporan menjadi lebih efisien dan 

akurat. Kedua, perlu ditingkatkannya kompetensi sumber daya manusia secara 

berkelanjutan melalui pelatihan dan pendidikan. Ketiga, perlu 

dipertahankannya budaya organisasi yang mendorong akuntabilitas dan 

kerjasama. Terakhir, perlu dilakukannya evaluasi berkala untuk 

mengidentifikasi area yang membutuhkan penyempurnaan. Dengan 
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menerapkan saran ini secara konsisten, diharapkan kualitas laporan keuangan 

dinas dapat terus ditingkatkan sebagai dasar pengambilan keputusan yang 

optimal. 

Demikian saran yang dapat saya berikan berdasarkan hasil observasi dan 

studi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. 

4.3 Refleksi Diri 

Dengan menjalani magang selama dua bulan penuh di Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Jombang, saya merasakan beragam pengalaman yang 

berharga. Mulai dari terlibat langsung dalam berbagai aktivitas operasional 

hingga melakukan observasi dan studi tentang sistem yang diterapkan, saya 

banyak belajar mengenai proses bisnis pemerintahan secara runtut. 

Pengalaman ini membuka wawasan saya mengenai tata kelola keuangan 

daerah dan meningkatkan pemahaman tentang regulasi yang berlaku. Terutama 

mengenai peran penting dari akuntansi dalam menghasilkan informasi yang 

akurat untuk pengambilan keputusan. Selain itu, melalui pengamatan di 

lapangan, saya bisa memahami langsung cara kerja tim profesional yang 

berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. 

Secara pribadi, saya merasa terbantu dalam mengembangkan soft skill 

seperti komunikasi, kerjasama tim, serta kemampuan beradaptasi di 

lingkungan baru. Setelah melakukan refleksi diri, saya memperoleh 

pembelajaran bahwa untuk mendukung kinerja organisasi, sumber daya 

manusia harus senantiasa meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar. 

Pengalaman magang ini telah memperkaya wawasan dan kapabilitas saya. 

Saya sangat bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Jombang untuk terlibat dan belajar banyak hal. Ke depannya, 

saya akan terus berupaya mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang 

diperoleh untuk membantu proses bisnis secara lebih optimal. 
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